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RIWAYAT PEKERJAAN

1. Staf di Badan Diklat Kemendagri Th. 1993 – 1998 
2. Eselon IV di Badan Diklat Kemendagri Th. 1998 – 2003 
3. Eselon III di Badan Diklat Kemendagri Th. 2003 – 2010 
4. Karo Umum Setjen Kemendagri Th. 2010 – 2014
5. Direktur Otsus & PD di Ditjen Otda Kemendagri  Th. 2014 – 2016
6. Kepala BPSDM Kemendagri Th. 2016 – 2022
7. Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara Th. 2018
8. Pjs. Gubernur Kalimatan Utara Th. 2020
9. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah                 Th. 2022 – Saat ini
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Hasil Pemetaan permasalahan dan 
isu strategis beberapa wilayah 

1) Perlunya kepastian perumusan rincian belanja, apakah masuk dalam ranah perencanaan 
pembangunan (RKPD) atau perencanaan anggaran (APBD);

2) Daerah merasa kesulitan dalam menyajikan data perencanaan pembangunan yang berkualitas 
terutama dalam melakukan analisis data yang didapatkan sebagai penunjang dalam perumusan 
kebijakan perencanaan;

3) Proses bisnis yang ada dalam SIPD sudah sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan di 
daerah, namun perlu dikembangkan modul terkait pengendalian dan evaluasi program/kegiatan yang 
sampai saat ini belum tersedia;

4) Daerah memerlukan pengaturan lebih lanjut mengenai tata kelola Pokok Pikiran DPRD baik dalam 
teknis pengintegrasian/akomodir dalam RKPD yang terkadang menghambat proses perencanaan dan 
penganggaran dan teknis input dalam apikasi SIPD; 

5) Revisi Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 diharapkan dapat menyederhanakan tahapan perencanaan 
pembangunan di daerah serta dapat mensinergikan tahapan perencanaan dan penganggaran yang 
saat ini masih belum terintegrasi dengan baik;

6) Berkaitan dengan sinkronisasi dan penyelarasan perencanaan pusat dan daerah, Daerah 
mengharapkan sinkronnya kebijakan antara Kemendagri yaitu Ditjen Bina Pembangunan Daerah 
dengan Bappenas yakni seperti dalam substansi kebijakan yang ada dalam RKPD Tahun 2024, RPJMD 
Tahun 2025-2030, dan RPJPD Tahun 2025-2045.

7) Daerah berharap beberapa kebijakan yang sedang dirumuskan Ditjen Bina Bangda seperti SE tentang 
Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025, SE tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, dan 
terutama Permendagri tentang Pedoman RKPD Tahun 2024 yang selama kerap mengalami 
keterlambatan penerbitan. 
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